
 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 ke Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-

undang tersebut pada prinsipnya menegaskan adanya sistim peralihan dari sistim 

dekonsentrasi ke sistim desentralisasi yang disebut dengan Otonomi Daerah,  

yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat 

operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan dengan tujuan untuk 

mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, dan tujuan 

yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain adalah menumbuh 

kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dalam proses pertumbuhan. 

Pegawai Negeri Sipil sebagai sumberdaya aparatur yang berada di sektor 

pemerintah bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan nasional dan peranan Pegawai Negeri Sipil 

sangat penting sebagai pelaksana dari kegiatan pemerintah dalam rangka 

pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan 

mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur 

Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi 

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu 

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan 

peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Saat ini pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara belum berdasarkan 

pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh 

jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, 

pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata  kelola 

pemerintahan yang baik, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan independensi 

dan netralitas, kompetensi, kinerja/ produktifitas kerja, integritas, kesejahteraan, 



 

 

kualitas pelayanan publik dan pengawasan yang akuntabilitas  maka seorang 

Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini disebut Aparatur Sipil Negara harus 

memiliki kompetensi.  

Aparatur Sipil Negara adalah profesi  yang berlandaskan pada prinsip nilai 

dasarkode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung 

jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 

tugas,kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas danprofesionalitas  jabatan, sedangkan fungsi Aparatur Sipil Negara adalah 

sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa 

dan Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan sebagai perencana, pelaksana, dan 

pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional 

melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari 

intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka salah satu upaya untuk 

membangun Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan untuk peningkatan 

kompetensi Pegawai Negeri Sipil adalah melalui Pendidikan dan Latihan. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil disebut dengan pelaksanaan Pendidikan dan 

Latihan, diharapkan dapat menciptakan sumberdaya manusia aparatur yang 

memiliki kompetensi yang diperlukan untuk peningkatan mutu profesionalisme, 

sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan Negara, semangat 

persatuan dan kesatuan dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil. 

Pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 dilaksanana dengan tujuan: 

1. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian, keterampilan dan sikap untuk 

melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian 

dan etika Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dangan kebutuhan instansi. 

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 

pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. 



 

 

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan 

tugas dan pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya 

kepemerintahan yang baik. 

Secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua jenis Pendidikan dan 

Pelatihan, yaitu Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Pendidikan Pelatihan 

dalam jabatan. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah merupakan syarat 

pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil,  menjadi Pegawai Negeri Sipil dan 

merupakan Pendidikan dan Pelatihan Wajib bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan 

Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-

baiknya.  

Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan dengan tujuan untuk pembentukan 

dan pengembangan kepemimpinan bagi pemerintah Indonesia baik Pemerintah 

Pusat ataupun Pemerintah Daerah adalah Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan. Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan merupakan bagian dari 

Pendidikan dalam Jabatan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan 

jenjang jabatan struktural.Sesuai dengan peraturan Kepala Lembaga Administrasi 

Negara Nomor 13 tahun 2013, mulai tahun 2014 Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan atau pola 

perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.  

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang kompetensi kepemimpinan 

yang diharapkan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, 

terlebih dahulu akan diuraikan definisi kepemimpinan.Terdapat berbagai definisi 

kepemimpinan yang dilantarkan oleh beberapa ahli, kepemimpinan adalah 

pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu serta diarahkan 

melalui proses komunikasi, ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu 

(Tannenbaum, Weschler and Massarik, 1961). 

Menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 tahun 

2015, tujuan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah 

membentuk kompetensi kepemimpinan para Pejabat Struktural Eselon II yaitu 



 

 

membentuk kepemimpinan strategis, yaitu kepemimpinan yang menetapkan 

strategi kebijakan instansinya dan memimpin keberhasilan implementasi strategi 

kebijakan yang diindikasikan dengan kemampuan : 

1. Mengambangkan karakter dan sikap perilaku integritas, berwawasan 

kebangsaan, menjungjung tinggi strandar etika publik sesuai dengan 

peraturan Perundang-Undangan kemampuan untuk taat pada nilai-nilai, 

norma, moralitas dan bertanggung jawab memimpin unit instansinya. 

2. Merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk mewujudkan visi 

organisasinya. 

3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola 

tugas-tugas organisasi ke arah efektif efisien dan penerapan strategi 

kebijakan yang lebih efektif dan efisien. 

4. Melakukan inovasi sesuai dengan bidang tugasnya guna mewujudkan 

strategi kebijakan unit organisasinya.  

5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal 

organisasi dalam implementasi strategi kebijakan unit instansinya.  

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara Nomor 19 

tahun 2015, tujuan pelaksanaan Pendidikann dan Pelatihan Kepemimpinan 

Tingkat III adalah membentuk kepemimpinan taktikal yaitu kepemimpinan 

menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin 

keberhasilan pelaksanaan program tersebut yang diindikasikan dengan 

kemampuan :  

1. Mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan kemampuan menjunjung tinggi etika 

publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggung jawab 

dalam memimpin unit instansinya.  

2. Menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam program-program 

instansinya.  

3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola 

program-program instansi ke arah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

program. 



 

 

4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan program-

program instansi yang lebih efektif dan efisien. 

5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal 

organisasi dalam implementasi program unit instansinya.  

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 

tahun 2015, kompetensi yang dibangun pada Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Tingkat IV adalah kompetensi kepemimpinan operasional yaitu 

kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi  dan memimpin keberhasilan 

implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang diindikasikan dengan 

kemampuan : 

1. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi 

etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggung 

jawab dalam memimpin unit instansinya. 

2. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi. 

3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola 

tugas-tugas organisasi kearah efektifitas dan efisiensi pelaksanaan 

kegiatan instansi. 

4. Melakukan inovasi sesuai dengan bidang tugasnya guna mewujudkan 

pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien. 

5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal 

organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya. 

Mengapa perlu pemimpin perubahan pada sektor pemerintahan? Pertama, 

adanya tantangan internal di dalam negeri yaitu belum baiknya pelayanan publik 

yang diberikan Pemerintah dan banyaknya masalah di dalam negeri seperti 

tingginya tingkat kemiskinan, banyaknya pengangguran, rendahnya tingkat 

kecerdasan masyarakat dan lain-lain. Kedua, tantang eksternal atau dari Luar 

Negeri yaitu globalisasi dan pasar bebas, untuk mengabdi hal tersebut pemerintah 

harus mempunyai daya saing yang tinggi, jangan sampai kita hanya menjadi pasar 

bagi negara lain.  

Filosofi pemimpin perubahan ini diilhami oleh konsep kepemimpinan 

Adaptif (adaftive leadership) yang dikembangkan oleh Heifetz (2009), kebutuhan 



 

 

perlunya pemimpin yang adaftif karena adanya tantangan perubahan yang 

kompleks. Oleh karena itu pemimpinan perubahan yang akan dibentuk dalam 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah pemimpin yang mampu 

melakukan adaptasi dengan perubahan yang terjadi dilingkungannya dalam 

rangka mempertahankan organisasi dengan tingkat kinerja yang tinggi. 

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari ‘rule 

government’ menjadi ‘good government’ atau ‘from government to governance’ 

dari sentralistik ke desentralistik, maka perlu disikapi dan diimbangi dengan 

Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan 

tuntutan tugas yang sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena 

lancar atau tidaknya, baik atau buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai 

oleh Aparatur Sipil Negara.  

Kompetensi kepemimpinan yang dibentuk dalam Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan tersebut meliputi dua hal yang utama: 

1. Kompetensi terkait penguatan mental kebangsaan dan integritas yaitu 

terbentuknya karakter dan sikap perilaku dan integritas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi 

etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggung jawab 

dalam memimpin instansi. 

2. Kompetensi kepemimpinan, diantaranya : 

a. Peningkatan kompetensi teknis yang mempunyai keahlian dalam hal 

perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan.  

b. Mampu merumuskan strategi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi 

organisasi. 

c. Mampu melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam 

mengelola organisasi. 

d. Mampu melakukan inovasi. 

e. Mampu mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki organisasi. 

B. Masalah Penelitian 

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, 

mampu melaksanakan pelayanan publik secara menyeluruh dan komprehensif 



 

 

sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hambatan dalam melakukan hubungan 

administrasi pemerintahan karena didukung oleh profesionalis pegawai. 

Kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas banyak dilahirkan dengan 

kesadaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan juga karena kemampuan 

dalam menjalan pekerjaan. Namun demikian, sebagai Aparatur Sipil Negara, tidak 

sedikit pegawai yang belum mampu menjalankan kewajiban menjalankan tugas 

dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat karena berbagai hal, seperti 

pendidikan yang tidak lagi sesuai dengan keadaan dan perkembangan tuntutan 

zaman yang berkembang pesat, rendahnya kesadaran pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya atau dalam arti masih kurangnya Skill, 

Knowledge, Attitude dan hal ini menimbulkan kesan pada masyarakat bahwa 

aparatur sipil negara belum profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini 

menjadi tantangan bagi Institusi Pendidikan dan pelatihan untuk bersinergi antara 

institusi Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota 

maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.  

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan dijawab melalui penelitian 

ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana perilaku kerja dan integritas Pegawai Negeri Sipil yang pernah 

menjadi peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di 

Kota Payakumbuh?  

2. Apakah terjadi peningkatan kompetensi kepemimpinan dari Pegawai 

Negeri Sipil yang pernah menjadi peserta Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Tingkat IV dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perilaku kerja dan integritas Pegawai Negeri Sipil yang 

pernah menjadi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 

IV di Kota Payakumbuh. 

2. Untuk mengetahui kompetensi kepemimpinan bagi seorang Pegawai 

Negeri Sipil yang pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Tingkat IV dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.  

 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan akademis yaitu menambah khasanah pengetahuan dan dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian di bidang 

pengembangan sumberdaya manusia khususnya dengan kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan serta metode palayanan publik yang berkualitas 

kepada masyarakat. 

2. Kegunaan praktis sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan 

rangka penyusunan kebijakan pembangunan sumberdaya manusia aparatur 

melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 

 


